



BAB  V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pada paparan dan analisisnya dalam Bab IV, maka 
dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut. 
1. Bentuk perlindungan hukum terhadap pendamping dalam 
pendampingan anak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual 
tidak ada. Perlindungan hukum bagi pendamping di Indonesia tidak 
diatur secara khusus, selama ini dianggap sama dengan perlindungan 
hukum terhadap warga masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, bahwa 
setiap orang berhak atas perlindungan hukum. 
2. Perlindungan hukum terhadap pendamping dalam pendampingan anak 
penyandang disabilitas korban kekerasan seksual tidak ada. 
 
B. Saran  
Saran yang dapat diberikan berdasarkan kesimpulan penelitian yakni 
perlindungan hukum terhadap pendamping dalam pendampingan anak 
penyandang disabilitas korban kekerasan seksual yaitu: 
1. Perlu ada suatu aturan yang spesifik mengatur tentang perlindungan 
hukum terhadap pendamping korban kekerasan, khususnya dalam 





2. Negara melalui aparatur pemerintah dan lembaga-lembaga 
pendampingan korban kekerasan perlu bekerjasama dalam 
memberikan perlindungan hukum terhadap pendamping dalam 
pendampingan anak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual. 
Misalnya negara melalui lembaga legislative memasukkan poin 
perlindungan bagi pendamping korban dalam Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 
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